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BUPATI MAMASA 
 

PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  MAMASA 
NOMOR  1  TAHUN 2016 

 
TENTANG 

RETRIBUSI  PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 
 

DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA 
 

BUPATI  MAMASA 
 
Menimbang : a.  bahwa jenis Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di 

 atur dalam pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan sebagai 
 implementasi pelaksanaan Retribusi Jasa Umum; 
b. bahwa untuk pemanfaatan ruang daerah yang maksimal dan 

bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat maka diperlukan 
adanya pengawasan, pengendalian terhadap pembangunan dan  
pengoperasian menara telekomunikasi, dan menjalankan amanat 
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah. 
 

Mengingat : 1.  Undang-Undang   Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Hukum Acara 
  Pidana   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun 1981 
  Nomor  76,  Tambahan  Lembaran   Negara  Republik  Indonesia 
  Nomor 3209); 

 2.  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 

3.  Undang-Undang Nomor  11 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 24, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 

4. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002  tentang Penyiaran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002  Nomor  139,  
Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5038); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 
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9. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  
dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009  Nomor  140,  Tambahan  Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomro 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3980); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang 
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 

13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan 
Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 
07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009,  Nomor  
3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan 
Bersama Menara Telekomunikasi; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 22 Tahun 2014 
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa. 
 

Dengan persetujuan bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA 

dan 
BUPATI MAMASA 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN    DAERAH    KABUPATEN   MAMASA    TENTANG           
   RETRIBUSI  PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 
 

BAB   I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 
 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa; 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Mamasa. 
4. DPRD adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 

daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dari 

Bupati untuk menandatangani tugas kedinasan tertentu dibidang retribusi daerah 
sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku; 

6. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten yang bertanggung 
jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Komunikasi dan 
Informatika dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Mamasa; 
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7. Retribusi Jasa Usaha adalah  retribusi jasa yang bersifat komersial yang seyogianya 
disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang 
dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah 
Daerah. 

8. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya diberinama Menara merupakan bangunan 
yang digunakan untuk kepentingan umum dan didirikan diatas tanah, yang 
merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung dan digunakan untuk 
kepentingan umum, yang fisiknya berupa rangka baja dimana fungsi dan desain 
konstruksinya diperuntukkan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi; 

9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari 
setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi 
melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya; 

10. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik 
Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan 
Instansi Pertahanan Keamanan Negara; 

11. Izin mendirikan bangunan menara yang disingkat IMB menara adalah izin mendirikan 
bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik menara 
telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara sesuai dengan 
persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku; 

12. Izin gangguan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat 
menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau 
kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemrintah Pusat dan Daerah; 

13. Badan Usaha adalah orang perorang atau badan hukum yang didirikan dengan 
hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan dan beroperasi di Indonesia; 

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang 
– undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; 

15. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah retribusi yang dipungut 
sebagai pembayaran atas pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi 
yang dibangun khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan; 

16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu 
bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah 
Daerah yang bersangkutan; 

17. Surat Ketetapan  Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar pada retribusi yang terutang atau 
seharusnya tidak terutang. 

18. Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat 
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk 
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrative berupa bunga dan atau 
denda; 

20. Surat Setoran retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan menggunakan formullir 
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran 
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah; 

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan 
retribusi daerah. 

22. Penyidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan daerah dan Retribusi adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang 
perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 
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BAB II 
NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI 

Pasal  2 
 

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi 
sebagai pembayaran atas pemanfaatan tata ruang pengendalian menara 
telekomunikasi. 
 

Pasal 3 
 

Obyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk 
menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan 
kepentingan umum.  

 
Pasal 4 

 
(1) Subyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau 

badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara 
telekomunikasi. 

(2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau 
badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan 
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi 
pengendalian menara telekomunikasi. 
 

BAB III 
GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 5 
 

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa 
Umum.  
 

BAB IV 
  CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 6 
 

(1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat 
penggunaan jasa dengan tarif retribusi.  

(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan 
Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak 
Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi. 

 
BAB V 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR  
DAN BESARNYA TARIF 

Pasal 7 
 

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang 
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian 
atas pelayanan tersebut.  
  

BAB VI 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIf RETRIBUSI 

Pasal 8 
 

Tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi didasarkan pada biaya operasional 
pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis 
menara, letak geografis, ketinggian menara dan jarak tengah. 
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BAB VII 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 9 
 

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut di wilayah Daerah Kabupaten 
Mamasa. 
 

BAB VIII 
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN 

DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 
Bagian Kesatu 

Penentuan Pembayaran 
Pasal 10 

 
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan, dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. 
(2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 
(3) Semua penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja. 

 
Pasal 11 

 
(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.  
(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak 

diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; 
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
 

Pasal 12 
 

(1)  Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diberikan tanda bukti 
pembayaran.  

(2)  Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.  
(3)  Bentuk isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi akan diatur   

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.  
 

Bagian Kedua 
Tempat Pembayaran 

Pasal 13 
 

(1)  Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh 
 Bupati.  
(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil 

penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam 
atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati. 

 
Bagian Ketiga 

Angsuran dan Penundaan Pembayaran 
Pasal 14 

 
(1) Bupati dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi 

sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(2) Bupati dapat mengizinkan wajib retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi 
terutang sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
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BAB IX 
MASA RETRIBUSI 

Pasal 15 
 

Masa retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah 1 (satu) tahun dan 
diperbaharui setiap tahunnya. 
 

BAB X 
TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 16 
 

(1)  Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan 
penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo 
pembayaran.  

(2)  Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain 
yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.  

(3)  Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 
membayar, dikenakan sanksi admnistratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih 
dengan menggunakan STRD. 

(4) Surat Teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(3)dikeluarkan oleh Pejabat yang membidangi perijinan.  

(5) Bentuk-bentuk dokumen yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan 
 retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
 Bupati. 
 

BAB XI 
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN 

PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI 
Pasal 17 

 
(1)  Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.  
(2) Keringanan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
 dalam hal-hal tertentu dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi. 
(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan 
 melihat fungsi obyek retribusi. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, pengurangan dan 

pembebasan retribusi akan diatur dengan Peraturan Bupati. 
 

BAB XII 
KEDALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal 18 

(1)  Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib 
Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.  

(2)  Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh 
jika:  
a. diterbitkan surat teguran; atau  
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak     

langsung.  
(3)  Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 

kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.  
(4)  Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai 
utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.  

(5)  Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan 
pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.  
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Pasal 19 

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 
 penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah  

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3)  Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Bupati. 
 

BAB XIII 
INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 20 
  
(1)  Instansi yang menangani penyelenggaraan Menara Telekomunikasi  dapat diberi 
 insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.  
(2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima 

persen) dari rencana penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
dalam tahun anggaran berkenaan. 

(3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.  

(4)  Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan 
Pemerintah. 

 
BAB XIV 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 
Pasal 21 

 
(1)  Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan 

permohonan pengembalian kepada Bupati.  
(2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan 

pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), harus memberi keputusan.  

(3)  Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui 
dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian 
pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.  

(4)  Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran 
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk 
melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.  

(5)  Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya 
SKRDLB.  

(6)  Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) 
bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas 
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.  

 
Pasal 22 

 
(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis 

kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : 
a. Nama dan alamat wajib retribusi; 
b. Masa retribusi; 
c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan 
d. Alasan yang singkat dan jelas. 

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara 
langsung atau melalui pos tercatat. 

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat 
merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. 
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BAB XV 
SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 23 
 

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 
membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) 
setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih 
dengan menggunakan STRD. 
 

BAB XVI 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 24 
 

(1)  Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan  oleh Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang 
pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  

(2)  Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah sebagai berikut :  
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak  pidana;  
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan 

pemeriksaan;  
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 

tersangka;  
d.  melakukan penyitaan benda dan atau surat;  
e.  mengambil sidik jari dan memotret tersangka;  
f.   memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;  
g.  mendatangkan  ahli  yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan 

 perkara;  
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik 

umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak 
pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut 
kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;  

i.  mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.   
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 

penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 

 
BAB XVII 

KETENTUAN PIDANA 
Pasal 25 

 
(1)  Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan 

keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana 
denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau 
kurang bayar.  

(2)  Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.  
(3)  Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.  

 
BAB XVIII 

KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 26 

 
(1) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki Izin 

Mendirikan Menara dan membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini 
diundangkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan 
Daerah ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;  
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(2) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki Izin 
Mendirikan Menara namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan 
Daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam 
Peraturan Daerah ini 

 
BAB XIX 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 27 

 
Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
 

Pasal 28  
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa. 
 

Ditetapkan di Mamasa 
Pada tanggal 04 Februari 2016 
 
BUPATI MAMASA, 
 

 
 
H. RAMLAN BADAWI 

 

Diundangkan di Mamasa 
Pada tanggal 05 Februari 2016 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

 
BENYAMIN YD 

 

 

 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2016 NOMOR 157 

 
 
 

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA 
 PROVINSI SULAWESI BARAT :  8 TAHUN 2016 

 

 


